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BUPATI BANGKA TENGAH 
 
 
 

 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
NOMOR  37  TAHUN  2011 

 
TENTANG 

 
PEMANFAATAN BAGIAN JALAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BANGKA TENGAH,  
 
Menimbang  :  a. bahwa jalan merupakan prasarana transportasi yang merupakan 

unsur penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan 
budaya serta lingkungan yang penyelenggaraannya perlu 
dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;  

 
b. bahwa dalam rangka memelihara fungsi utama jalan serta dalam 

upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sejalan 
dengan pelaksanaan otonomi daerah, perlu diatur  ketentuan 
mengenai pemanfaatan bagian-bagian jalan di Kabupaten 
Bangka Tengah yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik 
jalan dan ruang pengawas jalan; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pemanfaatan Bagian Jalan; 

 
 
Mengingat    :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

 
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

 
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

 
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

 
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 

tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian 
Jalan; 

 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN  BANGKA TENGAH 

 
dan 

 
BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN 
JALAN. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah. 
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5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala  

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang 
berada pada  permukaan  tanah,  di  atas  permukaan  tanah,  di 
bawah permukaan  tanah, dan/atau air  serta di atas permukaan 
air, kecuali  jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

6. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan 
pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan 
kewenangannya. 

7. Badan Jalan adalah jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur 
pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. 

8. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah 
ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan 
kedalaman  tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan 
dan ambang pengamannya. 

9. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah 
adalah Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja yang 
dibatasi oleh tanda batas Rumija yang dimaksudkan untuk 
memenuhi persyaratan  keluasan  keamanan  penggunaan jalan 
antara lain  untuk keperluan pelebaran Rumaja  pada  masa  
yang  akan datang. 

10. Ambang Pengaman Jalan adalah sejalur lahan di sisi luar badan 
jalan dengan lebar ditetapkan oleh penyelenggara Jalan yang 
diperuntukkan bagi pengaman konstruksi badan jalan. 

11. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja 
adalah ruang tertentu di luar Rumija yang dibatasi dengan lebar 
dan tinggi tertentu yang diperuntukkan bagi pandangan bebas 
pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan  
fungsi jalan. 

12. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum 
meliputi : listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan 
bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya. 

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang jalan.  

  
 
 

BAB II 
BAGIAN DAN FUNGSI JALAN 

 
Bagian  Kesatu 

Umum 
 

Pasal 2 
 

Bagian jalan meliputi : 
a. ruang manfaat jalan; 
b. ruang milik jalan; dan 
c. ruang pengawasan jalan. 
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Bagian Kedua 
Ruang Manfaat Jalan 

 
Pasal 3 

 
(1) Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang 

pengamannya. 
 
(2) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ruang 

sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan  kedalaman  
tertentu  yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan berdasarkan 
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. 

 
(3) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya 

diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan,  jalur pemisah,  
bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang  
pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong,  perlengkapan  
jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.  

 
(4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya  

diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.  
  
 
 

Pasal 4 
 

(1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan 
angkutan jalan.  

 
(2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan  

jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas. 

 
(3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatasi  

oleh  lebar,  tinggi dan kedalaman tertentu. 
 

(4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai 
dengan  lebar badan jalan. 

 
(5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud  

pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Penyelenggara Jalan. 
 

(6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi  
jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter. 

 
(7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma  
lima) meter dari permukaan jalan.  

  
 
 

Pasal 5 
 

(1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan 
penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air. 

 
 
 
 
 


